
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR II/ TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA TERTJB LAYANAN JASA KEARSIPAN DAN PUBLIKASI KEARSIPAN 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) 

Pera tu ran Daerah Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Kearsipan, 

perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Tertib 

Layanan Jasa Kearsipan dan Publikasi Kersipan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom, Provinsi 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Pu blik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Repu b1ik Indonesia Nomor 

4846); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Norn or 507 l); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dcngan U ndang-Undang Norn or 15 Tah un 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 

Repub1ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 ten tang 
Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha 

Asing dan Orang Asing; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 0 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran 

Nomor 5149); 

Negara Republik Indonesia 

Menetapkan 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri RepubJik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 

Tentang Akses dan Layanan Arsip Statis; 

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7); 

M EM U TU SKA N: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA TERTIB LAYANAN 
JASA KEARSIPAN DAN PUBLIKASI KEARSIPAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelcnggaraan 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pcmcrintahan 

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Perangkat Daerah yang seJanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Gu bernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

5. Kearsipan adaJah hal-haJ yang berkenaan dengan arsip 

6. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan 

tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 

7. Lembaga Kearsipan Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan 

kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota 

provinsi. 

8. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya 

disingkat LKD Prov. Ka1bar adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja 

perangkat daerah yang me]aksanakan tugas pemerintahan di bidang 

kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang 

berkedudukan di lbukota Provinsi Kalimantan Barat 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat. 

10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh Jembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan da1am pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan 
bernegara. 

11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 

nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan. 
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12. Daftar arsip statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis 

yang memuat sekurang-kurangnya uraian informasi deskripsi arsip statis 

antara lain: nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu 

penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsipnya. 

13. Akses arsip statis adalah ketersediaan arsip statis sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu 

untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 
14. Aksesibilitas arsip statis adalah istilah umum yang dipergunakan untuk 

menggambarkan seberapa mudah pengguna arsip mendapatkan 

data/ informasi arsip statis, mempergunakan dan memahaminya 
15. Inventaris arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang 

memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi 

dengan pendahuluan dan lampiran. 
16. Guide arsip statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip 

statis yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang 

tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun 

secara tematis. 

17. Keterbukaan arsip statis adalah kondisi akses terhadap arsip statis yang 

diberlakukan karena ketentuan hukum yang berlaku, sehingga suatu 

jenis arsip pada jangka waktu tertentu harus dibuka untuk memberikan 

layanan kepada pengguna arsip. 

18. Ketertutupan arsip statis adalah kondisi akses terhadap arsip statis yang 

karena pertimbangan proses dan/atau kepentingan dinas, dan/atau 

kepentingan nasional, dan/atau kepentingan hukum yang 

diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak, yang 
dikemas secara khusus untuk menjamin kerahasiaan fisik maupun 
in formasinya. 

19. Khazanah arsip statis adalah kumpulan arsip atau jumlah 

keseluruhan arsip yang berasal dari berbagai pencipta arsip dan 

disimpan di )embaga kearsipan. 

20. Tata tertib adalah Peraturan yang harus di patuhi dan dilaksanakan; 
21. Layanan arsip statis adalah penyediaan arsip statis kepada 

pengguna arsip statis yang sah, termasuk penggandaan arsip statis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22. Layanan jasa kearsipan adalah lay an an jasa yang berkenaan dengan arsip 
yang diberikan kepada masyarakat umum. 
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23. Publikasi kearsipan adalah upaya penyebaran informasi kearsipan Kepada 
masyarakat umum. 

24. Pengguna layanan jasa kearsipan adalah perscorangan, kclompok orang, 

danbadan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan Jayanan jasa 

kearsipan dilembaga kearsipan. 

25. Petugas layanan jasa kearsipan adalah pejabat, arsiparis dan petugas 

pengelola arsip yang bertugas memberikan layanan jasa kearsipan. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan oleh lembaga 

kearsipan kepada masyarakat. 

Pasa13 
Tujuan disusunnya Peraturan Gubemur ini adalah agar lembaga kearsipan dalam 

memberikan layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan kepada masyarakat 

sesuai dengan prosedur, kaedah-kaedah kearsipan dan ketentuan peraturan 

peru nd ang- u n danga n. 

Pasal4 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. Layanan Jasa Kearsipan dan Publikasi Kearsipan; 

b. Pejabat/Petugas Layanan Jasa Kearsipan dan Publikasi l{earsipan; 

c. Hak dan Kewajiban Lembaga Kearsipan dan Pengguna Layanan Jasa 

Kearsipan; 
d. Mekanisme Layanan Jasa Kearsipan dan dan Publikasi Kearsipan; 

e. Biaya/Tarif Layanan Jasa Kearsipan; dan 

f. Penyelesaian sengketa. 
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II III 

LAYAIAIL AA' AM'AF'I I 'TH{LIA'A .'AM 
tin /wot+f 

Lyimit mun Jent el4mini 

Lnwnnu Jinn vnlpumn whuimnt rim:mu tnlmn 'snl urf 

mwliputi; 

t, iyntinn junn pwmnnt ntnlp, 

b, ynmutt fut moist #tnlpui, 

e, luynmtt [tr pwtiipu tdtt pwyipui nteip, 

l, luyum Jntur prawn#n tsp, 
t. lymun Jann wit n nip», 
f, Iyni ju nlil rtli nip tdnn nlih hn nip, 

g. lynnun Jnn pwppyulu ntlJ, 

h, lynnn jnnn nlen multi mw«lin; «di 

j. lynun jun oltnsj dun nitrni eartip, 

'ranf I 

Lnynt Jan 'eta Ari 
'anal 6 

(I) Luyanan jiu pwnatnn rip w:bay;iaa «diakud «dalam 'anal 5 huruf 

n ynun diheriln wpadn prnpyun Jyanan jaa raripan bwrupa 

pwnatann rip innktif, 

() Penntaan nrnip imltif nchanimna dinakud padn ayat (1) meliputi 

epintnn : 

a, penaturan finik rip; 

b. penolhnn informani rip; «dnn 

c, prnyuunan daftnr arip inaktif, 

(1) Pennturan fisik rip nchanian dimnknud dalam Pasnl 6 ayat (2) 
huruf n dinwnli kcpintan pemerilnnn dnn vwrifiknni arip inaltif untuk 

memnntilnn elem}pan nrnip, krwnunian fiik arnip yan nan ditata, 

(2) cnturn finil rip nrbayimnn dimaknud pada nyat (1) dilakukan 

mcliputi kwyiatnm; 

n, pcnatau rip dalr hol; 
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b. penomoran boks dan pelabelan; dan 

c. pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan. 

Pasal 8 

(l) Penataan arsip dalam boks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf a terdiri atas: 

a. penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan 

sarana penyimpanannya; dan 

b. menempatkan arsip pada boks dengan tetap mempertahankan 

penataan arsip ketika masih aktif (aturan asli) dan asal usul, serta 

menempatkan lembar tunjuk silang apabila diperlukan. 

(2) Lem bar tunjuk silang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 

diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang saling berhubugan 

dan/atau arsip direkam pada media yang berbeda. 

Pasa.I 9 

(1) Penomoran boks dan pelabelan sebagaimana dimaksud da1am PasaJ 7 

ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: 

a. Membuat label boks dengan mencantumkan lokasi simpan, nomor 

boks dan nomor folder secara konsisten. 

b. pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutan nomor. 

(2) Pengaturan penempatan boks arsip pada tempat penyimpanan harus 

sesuai dengan prinsip asal usul. 

Pasal 10 

Pengolahan informasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf b menghasilkan daftar informasi temtik yang paling sedikit memuat: 

a. judul; 

b. pencipta arsip; 

c. uraian hasil pengolahan; dan 

d. kurun waktu. 

Pasal 11 

Penyusunan daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf c memuat informasi tentang: 

a. pencipta arsip; 
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b. unit pengolah; 

c. nomor arsip; 

d. kode klasifikasi; 

e. uraian informasi arsip/berkas: 

f. kurun waktu; 

g.jumlah; 

h. tingkat perkembangan; 

1. keterangan (media arsip, kondisi arsip): 

j. nomor definitif folder dan boks; 

k. lokasi simpan(ruangan dan nomor rak): 

I. jangka simpan dan nasib akhir; dan 

m. kategori arsip. 

Paragraf 2 

Layanan Jasa Informasi Kearsipan 

Pasal 12 

( 1) Layanan jasa informasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b berupa: 

a. layanan baca (reading) arsip; 

b. layanan dengar (audio) arsip; 
c. layanan pandang dengar (audio visual) arsip. 

(2) Pemberian layanan jasa informasi kearsipan kepada pengguna layanan 

jasa kearsipan didasarkan pada sifat ketertutupan dan keterbukaan 

informasi arsip. 

Paragraf 3 

Layanan Jasa Penitipan dan Penyimpanan Arsip 

Pasal 13 

( 1) Layanan jasa penitipan dan penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf c berupa: 

a. layanan jasa penitipan arsip di Depot Arsip; dan 

b. layanan jasa penyimpanan arsip di rool opeck pada Depot arsip. 

(2) Pemberian layanan jasa penitipan dan penyimpanan arsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) harus memperhatikan : 

c. keutuhan fisik arsip; 

d. jumlah/volume arsip; dan 

e. keotentikan arsip. 
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l'tut ·I 

Lavan ln I'ermwntn nip 

l'al 14 

Layanan jasa perawntan nrsip swbgimum limlnurd dnlntn l'nl ' Itttl tl 

berupa: 

a. lavanan jasa pembersihun trip dri mtcinl ilutnt, 

b. layanan jasa pembungkusa trip; tdm 
c. lavanan jasn laminasi arsip 

Paragrnf' 

Lawanan Jan Winntn rip 

Pasnl I' 

Layanan jasn wisata arsip scbagaimunu dimukautl dnlm 'nnl ' httul 

berupa: 

a. layanan kunjungan/visitasi ke gnlery nrsip; «dm 

b. layanan kunjungan/visitasi ke runny audio visual 

Pararnf 6 

Layanan Jasa Alih Medin rsip dan Alih Hnhusn rnip 

Pasl 16 

(l) Layanan jasn alih media nrsip dan nlih Dahan rnip mwhuaimu 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bcrup: 

a. layanan jasa alih media arsip kertas ke file digital (swanning), 

b. layanan jasa alih media arsip foto ke file digital (canning); 

c. layanan jasn alih medin arsip peta ke file digitnl (scanning); 

d. layanan jasa alih bahasa arsip dari bahasn inprin kw indoncnin; 

e. layanan jasa alih bahasa arsip dari bahusn bwlndn ke indoncsin; 

f. layanan jasa alih bahasa arsip dari bahas dacrh kc indonein; 

g. layananjasa transkripsi arsip dari aksara arnb ke ltin; «dam 

h. layanan jasa transkripsi arsip dnri audio kc tulisan. 

(2) Hasil dari alih media arsip dalam bentuk file digital scbaaiman dimnkud 

pada ayat (l) huruf a, huruf b, dun huruf c hnrus diberi tandn air 

(watermark) atau dengan cara lain sesuni perkembanyan tcknoloi «dcnnn 

nama lembaga kearsipan dan ntau/penciptn/pemilik arnip ncbnai 
sumber arsip. 
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Paragraf 7 

Layanan Jasa Penggandaan Arsip 

Pasal 17 

Layanan jasa penggandaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf g berupa : 

a. layanan jasa fotocopy arsip kertas; 

b. layanan jasa fotocopy arsip peta; 

c. layanan jasa fotocopy naskah sumber arsip; 

d. layanan jasa fotocopy buku refrensi; 

e. layanan jasa fotocopy Peraturan Perundang-undangan; 

f. layanan jasa reproduksi arsip foto; 

g. layanan jasa reproduksi arsip cd/mp3; dan 

h. layanan jasa reproduksi arsip ucd/ dud. 

Paragraf 8 

Layanan Jasa Akses Multi Media 

Pasal 18 

Layanan jasa akses multi media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h 

berupa layanan arsip secara tidak langsung melalui: 

a. korespondensi (konvensional, elektronik]; 

b. faksimili; 

c. telepon; 

d. penggunaan aplikasi layanan jasa kearsipan; dan 

e. website. 

Paragraf 9 

Layanan Jasa Konsultasi dan Asistensi Kearsipan 

Pasal 19 

Layanan jasa konsultasi dan asistensi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf i dapat dilakukan di: 

a. ruang layanan kearsipan pada lembaga kearsipan; atau 

b. tempat / 1okasi / domisili pengguna layanan jasa kearsipan selaku 
pemohon. 
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Bagian Kedua 

Publikasi Kearsipan 

Pasnl 20 

(1) Publikasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasnl ·I huruf a 

merupakan upaya penyebaran informasi kepada masyaraknt umum 

melalui: 

a. media cetak; 

b. media elektronik; 

c. tatap muka; dan 

d. mobil layanan kearsipan keliling. 

(2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. koran/surat kabar; 

b. majalah; 

c. tabloid; 

d. buku; 

e. brosur/leafleat/bookleat/pamflet; 

f. selebaran; 

g. buletin; dan 

h. billboard. 

(3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. televisi; 

b. radio; 

C. website; dan 

d. media Sosia1. 

(4) Publikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilakukan dengan cara : 

a. presentasi; 

b. penyuluhan; dan 

c. pengumuman. 

(5) Mobil layanan kearsipan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d adalah sarana yang digunakan untuk publikasi kearsipan dan 

layanan jasa kearsipan secara keliling. 

(6) Mobil layanan kearsipan keliling standar harus dilengkapi dengan : 

a. perangkat audio visual seperti : tv, dvd, equalizer, speaker, dan 
microphone; 

b. perangkat presentasi seperti 
printer; 

layar, infocus, laptop, scanner dan 
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c. pcranpkat laminani mamunl twpeti 

karhonat, mc, nlkohol, pembwrat, ·po@jc dam ipa nm, 

d. generator lisrtik/prnwt; 
e. Air conditioner/ac split; 

f. mcja, kursi; dan 

• alat pemadam api. 

AH IV 

EJABA'T[PE'TUGAS LAYANAN JASA KEA'IPA 

DAN PULIKASI KEAR'IP'AL 

Pa:al 1 

(1) Pejabat/Petugas layanan jasa kcarsipan dan publikai Kcaripan 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah cjabat/ctu; 

yang memiliki tugas dan funsi dalam mclaksanakan pcnylolaan, 

layanan dan pcmanfaatan arsip pada lembaa kcarsipan. 

(2) Pejabat/Petugas layanan jasa kcarsipan dan publikasi Kcarsipan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) trdiri dari: 

a. pcjabat struktural; 

b. fungsional arsiparis; 

c. fungsional umum yang bcrtugas mcngclola arsip; 

d. staf administrasi dan bendahara pencrimaan layanan; 

e. staf pcndukung layanan; 

f. fungsional penerjmah; dan 

g. fungsional pcncliti scjarah; 

Pasal 22 

(1) Pejabat struktural scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a 

harus memiliki ; 

a. kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa 

Indonesia maupun bahasa asing lainnya; 

b. kemampuan brkoordinasi dengan pihak tcrkait yang bcrhubungan 

dengan layanan jasa kearsipan dan publikasi kcarsipan, baik instansi 

internal maupun intansi di luar lcmbaga kcarsipan yan 
bersangkutan; 

c. pengetahuan yang luas terhadap layanan jasa kearsipan dan publikasi 

kearsipan; 
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d. pengetahuan yang luas tentang ketcntuan pcraturan pcrundang- 

undangan yang mengatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan 

pembatasan informasi arsip; 

e. pengetahuan dan kompctensi yang diperoleh melalui pendidikan 

formal maupun nonfonnal dalam bidang kearsipan; 

f. pengetahuan tentang operasional prasarana dan sarana layanan 

layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan; 

g. kemampuan manajerial dalam mengelola unit Jayanan jasa kearsipan 

dan publikasi kearsipan; dan 
h. etika layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan. 

(2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyai 

tugas: 

a. memverifikasi layanan jasa kearsipan yang akan diberikan kepada 

pengguna; 

b. memverifikasi publikasi kearsipan yanng akan di sampaikan kepada 
publik; 

c. menetapkan dan memberikan izin kepada pengguna yang layak sesuai 

peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan layanan jasa 
kearsipan; 

d. menolak memberikan layanan jasa kearsipan kepada pengguna yang 
tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

e. membina, mengawasi, dan memonitoring kinerja petugas layanan jasa 
kearsipan dan publikasi kearsipan di bawahnya. 

Pasal 23 

( 1) Fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
h uru f b harus memiliki : 

a. kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa 

Indonesia rnaupun bahasa asing lainnya; 

b. pengetahuan yang luas terhadap Jayanan jasa kearsipan dan publikasi 
kearsipan yang dimi1iki lembaga kearsipan; 

c. pengetahuan dan kompetensi yang diperolch mcJalui pendidikan 
formal maupun nonformal dalam bidang kearsipan; 

d. pengetahuan yang luas tentang kctentuan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan 
pembatasan informasi arsip; 
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e. pengetahuan tentang operasional prasarana dan sarana layanan jasa 

keasipan dan publikasi kcarsipan; 

f. pemahaman tentang etika layanan jasa kcarsipan dan publikasi 

kearsipan yang prima; 

g. penampilan menarik dan ramah; dan 
h. integritas, tidak memberikan layanan jasa kcarsipan dan publikasi 

kearsipan di lunar atas nama lembaga kcarsipan (ilegal). 

(2) Fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyai 

tugas: 

a. memberikan layanan jasa penataan arsip sesuai prosedur; 

b. memberikan layanan jasa informasi kcarsipan sesuai prosedur; 

c. memberikan layanan jasa penitipan dan penyimpanan arsip sesuai 

prosedur; 

d. memberikan layanan jasa perawatan arsip scsuai prosedur; 

e. memberikan layanan jasa wisata arsip sesuai prosedur; 

f. memberikan layanan jasa alih media arsip sesuai prosedur; 

g. memberikan layanan jasa penggandaan arsip sesuai prosedur; 

h. memberikan layanan jasa akses multi media sesuai prosedur; 

i. memberikan layanan konsultasi dan asistensi sesuai prosedur; dan 

j. mclakukan publikasi kearsipan sesuai prosedur. 

Pasal 24 

(1) Fungsional umum yang bertugas mengclola arsip sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c harus memiliki; 

a. kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa 

Indonesia maupun bahasa asing lainnya; 

b. pengetahuan yang luas terhadap layanan jasa kcarsipan dan publikasi 
kearsipan yang dimiliki lembaga kearsipan; 

c. pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 
formal maupun nonformal dalam bidang kearsipan; 

d. pengetahuan yang luas tentang ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan 

pembatasan informasi arsip; 

c. pengetahuan tcntang operasional prasarana dan sarana layanan jasa 
keasipan dan publikasi kearsipan; 

f. pemahaman tentang ctika layanan jasa kearsipan dan publikasi 
kearsipan yang prima; 
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• penampilan menarik dan ramnah; «damn 

h. interitas, tidak memberikan layanan jasa kwarsipan dan publikasi 

kcarsipan di luar atas nama lembaa kwarsipan (ilcyal). 

(2) Fungsional umum yang bcrtuyas menglola arsip scbagaimana dimaksud 

pada ayat (I) mempunyai tuyas: 

a. memberikan layanan jasa pcnataan arsip scsuai proscdur; 

b. memberikan layanan jasa informasi kcarsipan scsuai proscdur; 

c. memberikan layanan jasa pcnitipan dan pcnyimpanan arsip sesuai 

prosedur; 

d. memberikan layanan jasa pcrawatan arsip sesuai proscdur; 

e. mcmbcrikan layanan jasa wisata arsip scsuai proscdur; 

f. memberikan layanan jasa alih media arsip scsuai proscdur; 

g. memberikan layanan jasa pcnggandaan arsip sesuai proscdur; 

h. memberikan layanan jasa akses multi media sesuai prosedur; 

k. memberikan layanan konsultasi dan asistensi scsuai prosedur; dan 

1. mcJakukan puhlikasi kcarsipan scsuai prosedur. 

Pasal 25 

( 1) Staf administrasi dan hendahara penerimaan layanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d harus memiliki : 

a. pengetahuan tentang administasi layanan jasa dan publikasi 
kearsipan; 

b. pengetahuan dan ketcrampilan bahasa Indonesia dan bahasa asing 
Jainnya yang baik dan benar; 

c. pengetahuan dan kcterampilan tentang pengelolaan keuangan; dan 

d. kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dengan pejabat 
struktural layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan maupun 
dengan pengguna layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan. 

(2) Staf administrasi dan bendahara penerimaan layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas: 

a. mclakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan 
ketatausahaan layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan, 
antara lain korespondensi; 

b. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang 
terjadi dalam kegiatan layanan jasa kearsipan dan publikasi 
kearsipan; 
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c. rnengkomunikasikan seluruh kegiatan layanan jasa kearsipan dan 

publikasi kearsipan, baik manual maupun elektronik, kepada pejabat 

layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan; 

d. membuat dan menyusun laporan administrasi dan keuangan layanan 

jasa kearsipan dan publikasi kearsipan, baik periodik maupun 

insidental. 

Pasal 26 

( 1) Staf Pendukung Layanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (2) huruf e harus memiliki: 

a. kemampuan dan keterampilan untuk menggandakan dan 

mereproduksi arsip atas arahan pimpinan; dan 

b. memiliki integritas dan rasa penuh tanggung jawab untuk meminjam 

dan mengembalikan serta merapikan arsip yang akan digandakan, di 

alih mediakan dan yang akan di reproduksi kepada unit penyimpanan 

arsip (depot). 

(2) Staf Pendukung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bertugas sebagai: 

a. petugas penggandaan atau reproduksi arsip dan dokumen lainnya 

da1am berbagai media yang dipesan oleh pengguna atas perintah 
atasan; dan 

b. petugas di ruang transit arsip layanan, yang meminjam dan 

mengembalikan arsip yang dipinjam oleh unit layanan jasa kearsipan 
kepada unit penyimpanan arsip (depot). 

Pasal 27 

(1) Fungsional penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
huruf f harus memiliki : 

a. kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa 
Indonesia maupun bahasa asing lainnya; 

b. pengetah uan yang luas terhadap layanan jasa alih bahasa dan 
transkripsi aksara; 

c. pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 
formal maupun nonformal dalam bidang sastra maupun terjemahan 
bahasa; 

d. pengetahuan yang luas tentang ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan 
pembatasan informasi arsip; 
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e. pengetahuan tentang operasionaJ prasarana dan sarana layanan jasa 

alih bahasa dan transkripsi aksara; 

f. pemahaman tentang etika layanan jasa kearsipan dan publikasi 

kearsipan yang prima; 

g. penampilan menarik dan ram ah; dan 

h. integritas, tidak memberikan layanan jasa alih bahasa dan transkripsi 

aksara di luar atas nama lembaga kearsipan (ilegal). 

(2) Fungsional penerjemah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

tugas: 

a. melakukan perencanaan kegiatan transkripsi dan transliterasi naskah 

kuno/arsip kuno/prasasti; 
b. melakukan peninjauan bahan transkripsi dan transliterasi naskah 

kuno/arsip kuno/prasasti; 
c. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung 

bahan transkripsi dan transliterasi naskah kuno/arsip kuno/prasasti; 

d. melakukan transkripsi dan transliterasi, penyuntingan dan penyeliaan 

teksnaskah kuno/arsip kuno/prasasti; 

e. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan teks naskah 

kuno/arsip kuno/prasasti; 

f. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung 

bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; 

g. melakukan penerjemahan, penyuntingan dan penyeliaan teks naskah 

kuno/arsip kuno/prasasti; 

h. membantu pejabat struktural layanan untuk menyusun naskah 

sumber arsip; 

i. membantu pejabat struktural layanan jasa kearsipan dan publikasi 

kearsipan untuk memberikan layanan transkripsi dan transliterasi 

bagi pengguna layanan jasa alih bahasa arsip; dan 

j. membuat Japoran kegiatan alih bahasa, transkripsi dan transliterasi 

naskah kuno/arsip kuno/prasasti. 

Pasal 28 

( 1) Fungsional peneliti sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) huruf g harus memiliki : 

a. kemampuan berkomunikasi secara verbal, baik dalam bahasa 

Indonesia maupun bahasa asing lainnya; 

b. pengetahuan yang luas terhadap sejarah; 
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c. pcngtahuan dan komprtrnsi yan diperolh mclalui pendidikan formal 

mnaupun nonformal dalam bidan sw:jrah; 

d. penetahuan yang luas tentang etentuan peraturan perundang- 

undangan yang mcngatur layanan informasi, kerahasiaan negara dan 

pembatasan informnasi arsip; 

e. penetahuan tentang operasional prasarana dan sarana penyusunan 

naskah sumber arsip ; 

f. pcmahaman tentang ctika layanan jasa carsipan dan publikasi kearsipan 

yang prima; 

g. penampilan menarik dan ramah; 

h. integritas, tidak memberikan layanan apapun di luar atas nama Iembaga 

kearsipan (ilegal). 

(2) Fungsional peneliti scjarah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) memiliki 

tugas: 

a. mekelakukan perencanaan kegiatan pengkajian arsip terhadap aspek- 

aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

b. melaksanakan kegiatan pengkajian arsip terhadap aspek-aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

c. membantu pejabat struktural layanan jasa kearsipan dan publikasi 

kearsipan untuk menyusun naskah sumber arsip; 

d. membantu pejabat struktural layanan jasa kearsipan dan publikasi 

kearsipan untuk memberikan layanan penjelasan dan pengkajian arsip 

statis terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, 

dan kesejarahan; 

e. membuat laporan pengkajian arsip terhadap aspek-aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

Pasal 29 

(1) Pejabat/petugas layanan jasa konsultasi dan asistensi kearsipan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat i dapat memberikan layanan 
sebagai: 

a. tenaga ahli; 

b. penceramah; 
c. instruktur; 

d. narasumber; 
e. pemberi materi; 
f. juri lomba kearsipan; dan 

g. tenaga teknis praktek. 
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BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN 

PENGGUNA LAYANAN JASA KEARSIPAN 

Pasal 30 

(1) Lombaga Kearsipan bcrhak : 

a. menolak memberikan layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsioan 

terhadap arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. menolak mem berikan layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan 

apabila tidak scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 
c. rncno]ak memberikan layanan jasa informasi kearsipan, penggandaan, 

dan akses multi media apabila belum tersedia sarana bantu ternu 

balik arsip (finding aids); 

d. rneno1ak memberikan layanan jasa informasi kearsipan, penggandaan, 

dan akses multi media apabi]a arsip yang akan digunakan dalam 

kcadaan rusak; 

e. menutup arsip yang semu]a terbuka apabila memenuhi syarat-syarat 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Lem baga Kearsipan berkewajiban : 

a. memberikan layanan jasa kearsipan kepada pengguna arsip secara 

adil/tanpa diskriminasi, tepat, cepat, aman, murah, dan transparan; 
b. melaksanakan publikasi kearsipan sesuai ketentuan peraturan 

perunclang-undangan; 

c. memberikan layanan jasa kearsipan dan publikasi kearsipan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung (secara online); 
d. menyediakan prasarana dan saran a layanan jasa kearsipan dan 

publikasi kearsipan sesuai kemampuan lembaga kearsipan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. menyediakan sumber daya manusia layanan jasa kearsipan dan 

publikasi kearsipan untuk kelancaran layanan jasa kearsipan; 
f. memberikan informasi atau penjelasan terhadap setiap 

ketidaksesuaian pemberian layanan jasa kearsipan dan publikasi 
kearsipan kepada pengguna; dan 

g. melaksanakan kesempurnaan Jayanan jasa kearsipan dan publikasi 
kearsipan. 
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(3) Pengguna layanan jasa kearsipan berhak: 

a. berhak mendapatkan layanan jasa kearsipan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. berhak memperoleh layanan jasa kearsipan secara adi1/tanpa 

diskriminasi; 
c. berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh 

layanan jasa kearsipan mendapat hambatan atau kegagalan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. berhak mendapatkan informasi terhadap ketidak optima]an dalam 

mendapatkan layanan jasa kearsipan. 

(4) Pengguna layanan jasa kearsipan berkewajiban: 

a. wajib menunjukkan identitas pengguna layanan jasa kearsipan dan 

tercatat sebagai pengguna layanan jasa kearsipan yang sah; 

b. selain warga negara Indonesia wajib memiliki izin pene1itian dari 

lembaga yang terkait dengan urusan penelitian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. wajib mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan 1embaga 

kearsipan dalam mendapatkan 1ayanan jasa kearsipan; 

d. wajib mengganti segala biaya yang diakibatkan oleh permintaan 

layanan jasa kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. wajib mencantumkan sumber dari mana arsip diperoleh, baik yang 

digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan 
publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. dilarang menggandakan setiap arsip yang digunakan tanpa 
seizinlembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya; dan 

g. wajib menggunakan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI 

MEKANISME LAYANAN JASA KEARSJPAN DAN PUBLIKASI KEARSIPAN 

Pasal 31 

( l) Mekanisme layanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf d meliputi: 

a. Layanan jasa kearsipan secara langsung; 

b. Layanan jasa kearsipan secara tidak langsung; dan 

c. Koordinasi unit terkait 
.----'�----r ........ ----..--------- 
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(2) Layanan jasa kearsipan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf adalah pemberian layanan jasa kearsipan kepada pengguna yang 

datang ke lembaga kearsipan. 

(3) Layanan jasa kearsipan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1l) 

huruf a dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan jasa 

kearsipan pada lembaga kearsipan. 

(-1) Mekanisme layanan jasa kearsipan secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. setiap pengguna layanan jasa kearsipan wajib mengisi buku tamu, 

formulir pedaftaran pengunjung atau pendaftaran pengguna layanan jasa 

kearsipan; 
b. pemberian layanan jasa kearsipan kepada pengguna layanan jasa 

kearsipan dapat dilaksanakan setelah memenuhi svyarat sebagai pengguna 

layanan jasa kearsipan yang sah dengan cara: 
1. mengisi formulir pendaftaran pengguna layanan jasa kearsipan yang 

disediakan oleh unit layanan jasa kearsipan; 

2. menyerahkan fotokopi identitas atau surat izin penelitian dari instansi 

asal pengguna layanan jasa kearsipan; 

3. bagi pengguna layanan jasa kearsipan non-WNI selain menyerahkan 

fotokopi identitas dan surat izin penelitian dari instansi asal, yang 

bersangkutan harus memiliki surat izin dari instansi terkait yang 

memiliki kewenangan dalam pemberian izin penelitian berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. bagi pengguna layanan jasa kearsipan yang berstatus sebagai 
pengguna perorangan/individu menyerahkan fotokopi identitas pribadi 
dan/atau izin lainnya yang ditentukan oleh lembaga kearsipan yang 
bersangkutan. 

c. Pengguna layanan jasa kearsipan harus melengkapi izin dari 

pencipta/pemilik arsip statis sebelumnya (lembaga, perseorangan) jika 
dinyatakan bahwa akses arsip statis tersebut harus memiliki izin terlebih 

dahulu dari pencipta arsip/pemilik arsip; 

d. pengguna layanan jasa kearsipan yang telah 

menggunakan arsip statis dapat berkonsultasi 
mendapatkan izin 

dengan konsultan 
pengguna arsip statis (reader consultant) pada unit layanan jasa kearsipan 
untuk menerima konsultasi tata cara layanan jasa kearsipan; 
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e. pengguna layanan jasa kcarsipan dapat memanfaatkan scluruh 

fasilitas layanan jasa kearsipan baik manual maupun clcktronik yang 

tcrscdin pada unit layanan jasa kcarsipan; 

f. pengguna layanan jasa kcarsipan dapat meminjam arsip statis scsuai 

dengan kcbutuhan dcngan mengisi formulir peminjaman arsip yang 

terscdia pada unit layanan arsip statis; 

g. peminjaman arsip statis scbagaimana dimaksud pada huruf f tidak 

untuk di bawa pulang namun hanya untuk membaca arsip di ruang 

baca; 
h. petugas layanan layanan jasa kearsipan mcncrima formulir 

peminjaman arsip dari pengguna layanan jasa kearsipan dan 

mclakukan pcminjaman kc depot; 

i. pengguna layanan jasa kearsipan menerima arsip statis yang dipinjam 

melalui petugas layanan jasa kearsipan pada unit layanan jasa 

kearsipan; 

j. pengguna layanan jasa kearsipandapat memanfaatkan arsip statis 

yang dipinjam pada unit layanan jasa kearsipan; 

k. pengguna layanan jasa kcarsipan dapat meminta penggandaan arsip 

statis dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dengan 

mengisi formuJir penggandaan arsip statis dan diserahkan kepada 

petugas layanan jasa kearsipan pada unit layanan jasa kearsipan; 

1. pengguna arsip mcnerima hasiJ penggandaan arsip dari petugas 

layanan jasa kearsipan dengan terlebih dahulu melakukan transaksi 

apabila diperlukan pembiayaan terhadap permintaan penggandaan 

arsip; 

m. pengguna Jayanan jasa kearsipan mengembalikan arsip statis yang 
dipinjam kepada petugas layanan jasa kearsipan pada unit Iayanan 
jasa kearsipan. 

(5) Layanan jasa kearsipan sccara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b adalah layanan jasa kearsipan kepada pengguna 

layanan jasa kearsipan yang tidak datang ke lembaga kearsipan tetapi 
me1alui : 

a. korespondensi (konvensional, elektronik); 

b. faksimili; 

c. telepon; 

d. bentuk komunikasi e]ektronik lainnya; 
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e. atau pejabat/petugas layanan jnsn kenrsipan yang bernngknt ke 

domisili pengguna layanan jasa kearsipan; dan 

f. pejabat/petugas layanan jasa kearsipan yang bernngknt ke dominili 

pengguna layanan jasa kearsipan sebagaimana dimnksud pnda nynt 

(5) huruf e hanya untuk layanan jasa konsultasi dan asistensi. 

(6) Mekanisme layanan jasa kearsipan secara tidak langsung sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. lembaga kearsipan menerima surat, surat elektronik, faksimili, 

maupun jenis komunikasi elektronik lainnya dari pengguna layannn 

jasa kearsipan; 
b. lembaga kearsipan mencatat seluruh surat masuk yang berisi 

permintaan layanan jasa kearsipan dari pengguna layanan jasn 

kearsipan melalui sebuah buku pencatatan layanan jasa kearsipan 

secara tidak langsung; 

c. lembaga kearsipan mengkomunikasikan seluruh surat masuk yang 

diterima kepada pengguna layanan jasa kearsipan terknit dengan 

mekanisme layanan jasa kearsipan; 

d. layanan jasa kearsipan secara tidak langsung kepada pengguna 

layanan jasa kearsipan dapat dilakukan setelah pengguna layanan 

jasa kearsipan menyetujui persyaratan layanan jasa kearsipan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lembaga kearsipan yang bersangkutan; 

e. lembaga kearsipan dapat membantu memberikan layanan jasa 

kearsipan secara tidak langsung melalui penelurusan arsip statis yang 
dilakukan oleh Arsiparis atau pejabat fungsional lainnya yang terdapat 
di lembaga kearsipan bersangkutan; 

f. seluruh arsip yang diminta dapat digandakan sesuai dengan 
permintaan pengguna layanan jasa kearsipan; 

g. seluruh arsip yang telah digandakan dapat dikirimkan kepada 
pengguna layanan jasa kearsipan setelah menyelesaikan scluruh 

kewajiban yang terjadi akibat pemanfaatan jasa layanan jasn 
kearsipan secara tidak langsung. 

(7) Koordinasi unit terkait sebagaimana ayat (1) huruf c adalah proses 

layanan jasa kearsipan kepada publik dalam rangka pelaksanaan 
pengelolaan arsip statis yang merupakan upaya kerja bersamn antar unit 

terkait yang memiliki fungsi dan tugas akuisisi, pengolahan, 
penyimpanan, perawatan dan reproduksi, serta layanan arsip statis di 
lingkungan lembaga kearsipan. �--_,..-!,:..;:.:.:..:.��-:-r----,----, 
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(8) Kualitas akses dan layanan arsip statis kcpada publik pada lembaga 

kearsipan sangat ditentukan oleh solidnya jalinan koncksivitas kerja sama 

antarunit akuisisi, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan reproduksi, 

serta layanan arsip statis di lingkungan lcmbaga kearsipan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dalam mcngclola arsip statis sebagai memori 

kolektif yang dapat diakses baik langsung maupun tidak langsung oleh 

pub1ik. 

(9) koneksivitas kerja sama antarunit dalam konteks pengclolaan arsip statis 

untuk pemberian akses dan layanan jasa kearsipan kepada publik pada 

lembaga kearsipan meliputi: 
a. unit akuisi, memiliki fungsi dan tugas mengakuisisi arsip statis dari 

pencipta arsip untuk dikelola pada lembaga kearsipan sesuai wilayah 

kewenangannya. Tingkat aksesibilitas arsip statis hasil akuisisi 

dikomunikasikan kepada unit layanan jasa kearsipan; 

b. unit pengolahan, memiliki fungsi dan tugas: 
1. mengolah arsip statis untuk menghasilkan sarana bantu 

penemuan kembali arsip statis (finding aids) yang disimpan di unit 

penyimpanan arsip statis (depot); 
2. merevisi finding aids khazanah arsip statis sesuai dengan 

perkembangan terakhir khazanah arsip statis pada lembaga 

kearsipan. 
c. unit penyimpanan arsip statis (depot) memiliki fungsi dan tugas: 

1. menyimpan dan memelihara arsip statis sesuai dengan standar 
penyimpanan arsip statis berdasarkan media dan bentuk arsip 
statis; 

2. menata fisik arsip statis pada rak di ruang penyimpanan arsip 
statis (depot) secara sistematis sesuai dengan finding aids-nya; 

3. memberikan layanan peminjaman arsip statis oleh unit Iayanan 
jasa kearsipan; 

4. menyimpan dan menata kembali arsip statis yang dipinjam oleh 

unit layanan jasa kearsipan pada ruang penyimpanan arsip statis 
(depot). 

d. unit reprod uksi arsip statis, memiliki fungsi dan tu gas: 
1. merawat dan memperbaiki arsip statis yang rusak sehingga dapat 

digunakan oleh pengguna layanan jasa kearsipan; 
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2. mengalihmediakan arsip statis dalam berbagai bentuk dan media, 

mengkopi arsip statis yang diminta oleh unit layanan jasa 

kearsipan dalam rangka memenuhi pesanan dari pengguna 

layanan jasa kearsipan 

(10) Mekanisme publikasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf d meliputi : 

a. melakukan perencanaan publikasi kearsipan dengan cara : 

i. merumuskan maksud atau tujuan publikasi; 

ii. menentukan pokok pikiran publikasi; 

iii. menganalisis khalayak; dan 

iv. menetapkan media yang tepat untuk pelaksanaan publikasi. 

b. membuat draft publikasi kearsipan sebelum di sebarkan ke publik dan 

media dengan sederhana, jelas dan mengarah, serta memiliki daya 

tarik sehingga pesan publikasi kearsipan tersampaikan dengan baik; 

c. melakukan editing bahan publikasi sebelum publikasi kearsipan di 
release pada media dan publik; 

d. melakukan evaluasi dan riset secara berka1a terhadap pelaksanaan 

publikasi;dan 

e. sebelum melakukan publikasi tatap muka, pejabat/petugas yang 
melakukan publikasi harus mempelajari dan mengusai pedoman 
teknis penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip. 

BAB VII 

BlAYA/TARIF LAYANAN JASA KEARSIPAN 

Pasa132 

(1) Biaya/tarif layanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 

huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(2) Biaya/tarif layanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e terhadap layanan jasa penggandaan arsip tidak dikenakan 
biaya/tarif bagi: 

a. pencipta arsip/pemilik arsip yang telah menyerahkan arsip statisnya 
kepada lembaga kearsipan; dan 

b. siswa/mahasiswa Indonesia yang tidak mampu. 
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BAB VIII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 33 

(1) Para pihak yang bersengkcta terdiri dari: 

a. Lembaga kearsipan selaku pemberi layanan jasa kearsipan; dan 

b. Pengguna layanan jasa kearsipan sclaku penerima layanan jasa 

kearsipan layanan jasa kearsipan. 

(2) Jika terjadi sengketa, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

akan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. 

(3) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sengketa tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat menyelesaikan 

sengketa melalui pengadilan negeri. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal l. (e- -, ' ..>' 

' GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, I 
• 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 16-dz$. 2o\ 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

A. L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR \[4 
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